LEMBARAN

KABUPATEN CIANJUR
NOMOR :15 | TAHUN : 2000
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‘Menimbang @ a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum vang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
qnfr\rn nat, dalam ranoka n nnn}’ing nelaksanaan hloas P"I‘hl 3da11\,

............... .C,J.. JiRieifLing)

program terencana vang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa;

-

. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 64 Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 1999, dipandang perlu menetapkan Pedoman
Penyusunann Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan
Peraturan Daerah.

i Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah

n j'"m'l Barat (Berita I\egara Tahun 1950},
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e}a <sanaan Undang—uﬂdang Nomor 5 Tamm 19?9 tentang
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Dengan ....
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Dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN I'ENDAI'ATAN DAN
BELANJA DESA.
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Pasal 1

Pemerintah Pusat selanjuinya disebut Pemerintah adalah perangkat
Negara Kesatuan Republik Indone-i yvang terdiri dari Presiden dan
nara Mentenm
para Menteri;
Propinsi adalah Propm31 Jawa Barat;
1. FPURRE DIE TAC TR 70 T Pl
Nabupdlelt adatall nad u}’dl&f‘]l (- mn}u r:
. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Cianjur beserta

perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Cianjur yang wilayah

kerjanya meliputi desa vang bersangkutan;

Desa atau vang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Des
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berQasarhan asal usul dan adat istiadat setempat - yang diakui dalam
sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Pemerintahan Desa adalah penyelenggara pemerintahan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
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Radan Paruralrilan NDacs vrano

2 an
L7TAVACELL & UL WV LAINLItALILl L7V O \’L it o L WS

Perwakilan vang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di

Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan

Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta
- w2 P L .‘I--_JA

melakukan pengawasan terhadap penyelerlggararm Pemerintaha

lamiutnva discbut BPD adalah Badan

ATy
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Desa;



o

j. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa bersama-sama dengan BPD;

k. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap
pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

A

APBD adalah Anggaran Pendapalan dan Belanja Des

[y
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Bagian Kesatu
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pasal 2

aran Pendan
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pembangunan desa yang dl;abarkan dan dl.\, jemahkan dalam angka-
9.11__"'a rupiah vang mengandung perkiraan target pendapatan dan
perkiraan batas tertinggi belanja desa.
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Setiap meu;elarg awal Tahun Anggaran baru, Bupa emberikan

Bagian Kedua

Bentuk dan Susunan Anggaran Desa
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(2) Bagian pengeb_aran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran
pembangunan.
S
dbdl .

(1) Pengeiolaan APBD} meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata
usaha keuangan, perubahan serta perhitungan anggaran

oy

{(2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal

ini, dlpertanLg Jung)awabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran.



Pasal 6
(i) APBD ditetapkan seﬁap Tahun Anggaran dengan Peraturan Desa
selambat-lambainya 1 (satu) bul.an setelah ditetapkan APBD

Kabupaten.

(2) Peraturan Desa dimaksud agar disampaikan kepada Bupati paling

lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan dan tembusannya
disampaikan kepada Camat

{(3) Bentuk Peraturan Desa mengenai APBD sebagaimana contoh

teriampir dalam Lampiran I
Pasal 7

{i) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dimaksud ayat (2) Pasai 6
Peraturan Dacrah ini apabila fernyata isinya bertentangan dengan
kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi tingkatannya.

Y Dot die Poawadecswns MNaca i N

(<) o

ENMiddididil  reEldiurail 1/eda Qi mnaud dalam E‘l'\_r"f't (l} P?S?l ind
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{3) Pembatalan ini dil ahuLm pamlg lambat 30 (figa puluh) hari setelah
diteri ang PBD oleh Bupati.

{(4) Pemerintah Desa vang tidak dapat menerima Keputusan pembatalan
Peraturan Desa sebagalmana dimaksud avat (2) Pasal ini dapat

L PN § PPN pion

mieTigaj tkan keberatan épaua yemé"iil“uau dan atau Pemerintah
Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat

Perubahan Anggaran Dasar

Apabila dalam Tahun Angﬂaran berjalan terjadi  per bv an baik

(1) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Penetapan ...



(2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana ‘_iml< ud pada ayat (1)
i egera setelah perubahan Anggaran Pendapatan

abupaten ditetapkan.

’Nm
""1

dan Belanja Daerah K
(3) Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut perubahan
APBD Kabupaten segera disampaikan kepada Bupati.
Pasal 10

Bentuk Peraturan Desa mengenai perubahan APBD sebagaimana contoh
terlampir dalam Lampiran IL

Bagian Kelima
O
Perhitungan Anggaran Desa
.1 11
Iadal 11

(1) Seiambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun
Anggaran, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang

SadpasRLIRLY S el

perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada
Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dan
tembusannya disampaikan kepada Camat.
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er eraturan Desa mengenai perhitungan APBD sebagaimana
contoh terlampir dalam Lampiran IIL
BAB Il
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Bagian Kesatu

Sumber pendapatan Desa tlerdiri ailas :

1. Pendapatan Asii Desa Sendiri, meliputi :
a. Hasil usaha desa.
b. Hasil kekayaan desa, yang terdiri atas :

1) Tanah Kas Desa;
2) Pasar Desa;

3) Bangunan ....
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3} Bangunan milik Desa;
4) Obyek rekreasi dan wisata vang dikelola oleh Desa;
5) Pemap dian Umum yang dukeloh oleh Dega;
6) Hut Desa,
7 Per n/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa;
8) Tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
9} }ﬁ}uu Desa;
10) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

-~

. Pungutan desa yang tidak menjadi obyek pui.gutan instansi yang
lebih tinggi;

d. Hasil swadaya damn ;~rtisipasi;

e. Hasil gotong i g

puntuan dari Pemerintah Kabupaten, meliputi :
a. Bagian dari peroleh pajak dan retribusi daerah;
' ian dari & : ah va
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Banituan dari Pemerintah dan Pemeriniah P IOP]I\SI

Sumbangan dari pihak ketiga, meliputi :
a. Bantuan dari dermawan;
b. Sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pasal 14
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dimanfaatkan sepe m;mnva untuk Lepentmgan penyelenggaraan
pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan dan  pelayanan
masvarakat desa yang bersangkutan.

Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13

dikejola melalui Anggaran Pen '1:1[';11411 dan Be]an,ia Desa

Pengeluaran/belanja terdiri dari :
a. Bagian per ngeluaran rutm sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
avai (2} terdiri dari atas 6 (enam) Pos Anggaran sebagai berikut :

1. Belanja ....
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Belanja

591&1}3 Barang;
Belanja Pemeliharaan;
Belanja Perjalanan Dinas;

Belanja Lain-lain;

. Pengeluaran tidak tersangka.

B.Wf'!.lf

X3 "'d
(

w sv -

o Ul

o

. Bagian pe

y-a

rgeluaran Dembanmman sebagaimana dimaksud pada
sal 4 avai (2) lerdiri alas 6 {enam) Pos Anggaran sebagai
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Pos-pos bagmn pengeh_-i an rutin  dan bagian pengeluaran
pembangunan terdiri atas Pasal-pasal.
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Pengeluaran vang fi atau tidak cukup dananya dalam
iy

Anggaran Desa tli 1k dapat dibebankan pada Anggaran Desa.
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lain daripada vang telah ditetapkan dalam

PET AKCANIAAN AN ADAN THYLECA
I RSO o VA Fu Vo U B U AW AN Fo WiVe U BN WA NWF oY
Do .1 4™
rasay s

2.
s}
,,.
1.'34
:3
o
3
“3
L
Y
za

difakukan berdasarkan pada prinsip hemat,

endali sesuai dengan rencana program/kegiatan

Pelaksanaan APBD dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa.
oleh seorang

.8
Pelaksanaan administrasi kenangan APRD dilakukan oleh g
Bendaharawan  vang diangmt oleh Kepala Desa dengan

Pasal 18 ....



lap pengeluaran keuangan desa harus mendapat persetujuan dari
Kep‘ I{a Desa.

Pasai 19

Setiap  penerimaan dan pengeluaran anggaran dicatat oleh
ndaharawan Desa dan dilaporkan seminggu sckali kepada Kepala
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E‘,)etngan beriakunva Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang
- tur penyusunan APBD dan ketentuan-ketentuan lain vya

ANT A an-xe

tuan lain vang
bPrtentan n dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

- i 1e ]
Pasal 22

Hal-hal lain vang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenail teknie pelaksanaannya akan diatur kemudian

4

oleh Bupati.

Dacal 03
L adaL &
. .. . - .
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
A 1 3
Aoar S finn arang danat mengeiahuinva, memerintahka nenoin-
et - Rt bl TEES Rty i AATTLIW T VI AS IRALAT Ty AASLLL R AR VARSAAS RS J St Rt

dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannva dalam
Lembaran Daerah Kabupal i

Ditetapkan



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 Sepiember 2000
BUPATI KA/ PATEN CILANJ L..?R§

Cap 7 ttd.

HARKAT HANDIAMIHARDJA
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BETTTOP: I
AIUTIG (ﬁl_%x\a‘u. a

p -
pada tanggal 20 September 2000
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2000
b



Mengineat
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LRINRUIR
NOMOR : 14 TAHUN 2000
TENTARNT .
L LIN LRINNG
FPEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
BENTUK PERATURAN DESA MENCENAI ANCCARAN PENDA-
PATAN DAN BELANJA DESA.
PERATURAN DESA ...
KL ARAATANT ARTITDATENT CTANTTID
N B N o I o N I o W DADVENA LOIN CIOINJVIN
NI AT TATITTNT
INVIIVINIIN | ciniiiieairsinnannsans TATUIN e
TENTANG::

=
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ahun 2000, bahw L&m,s,eu an Pe
hun Anggaran perlu m.u.‘pkan de ngan Peraturan Desa.

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lt‘m[):ll‘dﬂ Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3839);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang

Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2000 tentang
e

1 Penvusunan Anov:mr'\n ])ﬂfl{'},]ﬂ,’ﬁ"lp dan Belania Desa.



Menetapkan

PERATURAN DESA e KECAMATAN

TADTTDATENT TTANTITTDD TLATT A NI
.................................................... NADUL A LN \.lanlU.l\ 1IN L AAINAT

A‘*JGGARAN PE‘\TDADATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

ANGGARAN ...,

L AL A
Toon bl Ao T d_ a0 ¥ DoVt Ty Tl P
januan  Anggaran rendaapatan  qan  peiama  uvesa Tahun An 55 rai
A .

1 IITT A RNTT A
0 DLILAINTIA
- Rutin Rp. i,
- Pembangunan Rp. ... Rp.
Jumiah seluruhnya Rp. i,
Pasal 2
{1} Rincian lebih lanjut mengenai anggaran wpendapatan adalah
Al J O OO0 o *
sebagaimana tersebut dalam Lampiran [ Peraturan Desa ini.

(2) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belamja Rutin adalah

sebagaimana tersebut dalam Lampiran Il.a Peraturan Desa ini.
O
/AN T .. 1,1 21 L PP . A S n 1. > . ;
(3) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Pembangunan
adalah sebagaimana ferqobu_t dalam Lampiran IIb Peraturan

Desa ini.

Pasal 3
Rincian-rincian sebagaimana dimaksud Pasal 2 a;at (1), (2) dan (3),
merupakan kesatuan vang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan
Deea ini.

Pasal 4
Apabila dipandang periu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan
Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5.



Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

-------------------------------------

Ditetapkan di Cianjur

U Y Py jt o I « PR N, P, Ta T
}.mua mllsgdl p e t'—’t'.L!l.t‘. HpCy LO\’O

BUPATI KABUPATEN CIANJUR,

Cap / ttd.



LAMPIRAN I PERATURAN DESA ...coccevnns
NOMOR ..o TABUN
TANGGAL ittt

...................

PENDAPATAN

o Anggaran
KODE URAIAN Setelah Reaijisasi Bertambaly/ Keterangan
ANGGARAN Perubahan berkurang
1.1 Pos sisa  lebih  perhitungan
anggaran lahun yang lalu ...
1.2 Pos Pencrimaam Pendapatan Asli
1.2.1 T’mnh Kuas Dcsq ......................................
1.2.2 Pasar/Kios Desa «..oovveivevvevies | |
1.2.3 Pemandian Umum ..........ooeveen
1.2.4 Obyek REKICAST ... .vvviwnivneiiiiie | oo ees | v |, .
1.2.5 Bangunan Milik Desa .............. .
1.2.6 Kekayaan Desa Lainnya ........... L
1.2.7 Swadaya dan Panisipasi '
Masyarakat... o
1.2.8 Gotong myong Masyamkat e ] . |
1.2.9 Pungutan Dcesa yang terdiri dari ... 'i
1.2.9.1 Pungutan... . T PR R P i
1.2.9.2 Pungutan..
1.2.10 HdS)lU§8hﬂ Desa e L
1.2.10.1 Lumbung Desa ... | i |
1.2.10.2 PabrikBata.............cocoviiii s
1.2.10.3 e e e
1.3 Pos Pemberian dari Pusat
1.3.1 Tujangan Penghasilan.......... ....
1.3.2 Bantuan Pembangunan Desa....... | ...............
1.3.3 Hadiah Lomba Desa Tingkat
Nasional ...
1.4 Pos Pemberian dari Propinsi...
1.4.1 Penyisilhan Penerimaan pajak dan
Retribusi Daerat Propinsi = .......
1.4.2 Penyisihan Penerimaan PBB
Bagian Dacrah Propinsi ........... o
1.4.3 Sumbangan dan bantuan lain...... )
1S Pos pemberian dari Pemerintah !
Daerah Kabupaten. e i
1.5.1 Penyisihan  penerimaan  Pajak/ ' 1
Retribusi Dacrah Kabupaten ' |
1.5.2 Penyisihan  penerimaan  PBR ;
Bagian Daerah Kabupaten, 1. o
153 Sumbangan dan bantuan l
lainnya. .. e !
1.6 Pos lain- l(\m pcnddp an ... !
1.6.1
JUMLAH
KepalaDesa ..................
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' / LAMPIRAN .a PERATURAN DESA ............
MOMOR (iiiieiiiiieniaens TAHUN (ciiviiennnne
TANGGAL .o it icneeeeees ceeeeean
BELANJA RUTIN
o Anggaran ,__:;
KODE URAIAN Setelah Realisasi Bertambaly Keterangan "
ANGGARAN o Perubahan berkurang, i
2R.1 | Pos Belanja pegawai .....oooovvvveiieins | oeiiiiiiiiis |
2R 1.1 Penghasilan Kepala Desa ............ ]
2R. 1.2 Penghasilan Sekretaris Desa ......... :
2R.1.3 Penghasilan Kepala Urusan .........
2R. 1.4 Penghasilan Kepala Dusun ......... f
2R.1.5 Honor ..o j
2R.1.6 HONOT ...
2R.1.7
2R .2 ~i| Pos Belanja Barang ..................
2R.2.1 Pembiayaan ATK ...
2R.2.2 Perlengkapasv/Peralatan Kantor ... ...
2R.2.3 l
M3 4 Biaya Pemeliharaan ... .
2R.3 .1 Pengecatan Gedung kantor ......... b
2R.3.2 Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa !
2R.3.3
2R 4 Pos Biaya Petjalanan ...................
‘| 2R.4.1 Perjalanan Dinas Ke...........oooooo | oo |
2R.4.2
2R.4.3
2R.5 Pos Belanja Lain-lain ..................
2R.5.1
2R.5.2 |
2R.53 |
2R.6 *| Pos Pengeluaran Tidak Terduga ... }
|
I

JUMILAHR




...............

BELANJA PEMBANGUNAN

--------------

............................................

Anggaran

KODE URAIAN Setelah Realisasi Bertarnbah/ Keterangar

ANGG .\RAN Perubahan berkurang

2P.1 Pos Prasarana Pemerintahan Desa

2P.1.1 Gedung Kantor...............ce.oov

2P.1.2 Aula oo e s

2P 1.3 i e |

2P.2 Pos Sarana Produksi ..............

2P.2.1 Pembuatan Dam ....................

2P2.2 Pembuatan Saluran Air ...... ... | i

2P.2.3 e b
Pos Prasarana Perhubungan ....... iy

2P.3

TZ2P.3.1

2P.3.2
2P.3.3
2P .4
2P.4.1
2P.4.2
2P.4.3
2P.5
2P.5.1
2P.5.2
2P.5.3
2P.6
2P.6.1
2P.6.2
2P.6.3

Pembanguman Jalan .................

Pembangunan Jembatan

Pos Prasasana Pemasaran ..........
Pembangunan Pasar di ............
Pembangunan Kiosdi .............
Pos Prasaranana Sosial .......

Pembangunan Mesjid di ............
Pembangunan Gergja ......... .....
Pembangunan Lain-lain ............
Pembangunan ........................

JUMLAH




CONTOH : BENTUK  PERATURAN DESA  MENGENAI PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KECAMATAN .., KABUPATEN CIANJUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN RELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

MEPAMTANT DATIARIAMMTTLTAN VAN ATATITA QA
IV ANV VA BN IYa VUL Fa G SN W N Ve VO N Fa W AW ENL Vo U Ve SN VIS Ve ¥
EPALADESA ...
Menimbang : bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
A ggar:w_ .......... perh ditetapkan dengan Pera..ura Desa sesuai

c n
Peraturan Daerah Kabupaien Cianjur Nomor

1- rla‘nun ‘?(:(: tel t.;mg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
1.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
™ 2 ] Y 1 nT iz al 1 - S m Y ¥
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Keputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentany
Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2000
tentang Pedom~n Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa,

4. Peraturan ....



_—~
-
o

[V

eraturan Desa ... Kecamatan ...,
abupaten Cianjur Nomor ... Tahun ... tentang
nggaran Pendapatan dan Belania Desa

iy es vt o

engai persecujuai

Pagal 1
Anggaran Pendapatan Desa 'I'shun An 4 R
semula Rp. e, diperkirakan
bertambah/berkurang Rp. ... sehingga menjadi
Rp. s

Rincian Denambahan/pengurangan pendabatan vang dimaksud
ajﬁt (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I
eraturan Desa ini dan merupakan bagian vang tidak dapat

oy 1- A D X
uigj}Sa}h‘x?ﬁ'i dari Peraturan Desa im.

Pasal 2

Anggaran Belanja Desa Tahun nnggaran ...................... semula
RD. e diperkirakan  bertambah/berkurang
Rp. e schingga menjadi Rp. oo,

lengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Hutin sebelum perubahan Rp. i,
Beriambah/berkurang Rp. i
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. v

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. ..................
ertambah/berkurang Rp. s

Belanja Pembangunan setelah perubahan  Rp. ...

(2) Rincian ....



Peraturan Desa ini mulai berlaku pad

(W

('7) Rincian nnnnmiwn}\anihpnu1irqnann b L_n;n dimakend avat (1)

............................... L L 8 M--..“..- 1S J <

Pasal ini, adai'm qebawmman tercantum pada Lampiran il.a
ilb Pprafman Desa ini dan mprmmkan bagian vang tidak dapa

I L . [ .
aip l d! an lel_l J’t.‘l aturan vJess

T’) 1 n 3 T 1 M ™ m_ 1 A
Jumiah Angygaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
........... setelah perubahan menjadi Rp.

Pasal 4
da

tanggal ditetapkan.

........................................................
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PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

CONTOH BENTUK  PERATURAN DESA  MENCENA!I PERHITUNCAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.
PERATURAN DESA ...,
KECAMATAN o, KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: s ~TAHUN ...
TENTANG::
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
T/-TTTYAT A TNTHO A
ROUVALA LD o aiiiiirsrrsesrssarsrnenes
Menimbang @ bahwa dengan berakhirmya pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... s sesuai dengan avat (1)
Pasal 11 Peraturan  Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun
2000 perlu menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa dengan Peraturan Desa
Mengingat 1 U--t_ ang-undan o1
O jel

ng-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

1 ¥ aer
{ m’bamn Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran

[3*]
/r‘
¢}
3
foty
&
o
=J

n Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 ter
Pedomm Umum Pengaturan Mengenai Desa;

]

3. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

l.t(

4. Peraturan ....



Menetapkan

4. Peraturan Desa .., Kecamatan ...
Kabupaten Cianjur Nomor ... Tahun ... tentang

P‘ d/‘l.}f\af-a dan Rn‘aﬁia Desa.

Uapaiall \Mall Ukially

Dengan persetujuan

PERATURAN DESA ... KECAMATAN ..o
KABUPATEN C(IANJUR TENTANC PERHITUNCAN ANCCARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

jumlah Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran
dalah sebesar Rp.

~
“

....................................

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Pendapatan Anggaran Desa Tahun Anggaran

................... adalah sebesar Rp. ...,

Pasal 3
jumlah  Perhitungan Belanja Anggaran Desa Tahun Anggaran
,,,,,,,,,,,,,,,,, adalah sebesar Rp. ..o

Pasal 4
Jumiah = Perhitungan  Belanja Rutin  Anggaran  Desa Tahun
Anggaran ............. acnlan sebesar RP. ..o,

Pasal 5
Jumlah  Pcrhitungan Bclanja Pembangunan Anggaran Dcesa Tahun
Anggaran ................... adalah sebesar Rp. ..o

Pasal 6

Uraian dari pendapatan, belanja kegiatan-kegiatan sebagaimana
tersebut dalam Lampiran [ Ila dan ILb Peraturan Desa ini

P R b TR S i = PR I o i IR U P I I b 5 T R,
L[!ﬁ[u_p'd Kali [_."d%;.l.'dll }/'d.l :J) LILIdK lef?'dl, LLI_EU.S(!J.LK';!I! Ligri refaturan
Diesa ini.



pada tanggal ditetapkan.

3

ada tanggal 135S

Pada tanooal
Pad 150

Ditetapkan

2000

eptember

P

Cap / ttd.




